
TKDN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 
 
DASAR HUKUM 
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 Ketentuan dan Tata Cara 

Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan 
Telematika 

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 Ketentuan dan Tata Cara 
Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi 

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar 
Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau 
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. 

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 Spesifikasi, Peta Jalan 
Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri 
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery 
Electric Vehicle) 

6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER - 08/MBU/12/2019 Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 Persyaratan 
Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan 
Televisi Siaran dan Radio Siaran 

8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 Kelompok 
Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Peraturan Presiden tentang Percepatan 
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk 
Transportasi Jalan 

10. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 
Fasilitasi Penanaman Modal 

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi Dan 
Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka 
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 

12. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 Tim Nasional Peningkatan Penggunaan 
Produksi Dalam Negeri 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pemberdayaan Industri  
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 Ketentuan Dan Tata Cara 

Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer 
Genggam, Dan Komputer Tablet 

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 Ketentuan Dan Tata Cara 
Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan 
Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 

18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2016 Standar Spesifikasi Dan Standar 
Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 Persyaratan 
PTeknis Alat dan/atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi 
Long Term Evolution 

20. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 Pelaksanaan Pembangunan Dan 
Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri 

21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian 
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2014 Pedoman Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang 
Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah 

23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 Pedoman Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 Pedoman Penggunaan Produk 
Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 

25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 Ketentuan dan Tata Cara 
Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri 



26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 Penunjukkan surveyor sebagai 
pelaksana verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas barang / 
jasa produksi dalam negeri 

27. Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 
28. Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 

 
 

TKDN PADA PENGADAAN BARANG JASA 
 

PERPRES 16 TAHUN 2018 
Penggunaan Produk Dalam Negeri  
 
Pasal 66 
 (1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, 
termasuk rancang -bangun dan perekayasaa nasional.  
(2) Kewajiban penggunan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling 
rendah 40% (empat puluh persen). 
(3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, 
spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan. 
(5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: 
a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau  
b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 
(6) LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak 
pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.  
 
Pasal 67  
(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia 
berupa kelebihan harga yang dapat diterima. 
 (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling 
sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 (3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 
25% (dua puluh lima persen).  
(4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).  
(5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional 
paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan 
usaha asing.  
(6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah 0emenuhi 
persyaratan administrasi dan teknis. 
 (7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).  

(8) HEA dihitung dengan rumus HEA=(1−KP)×HP dengan: 
KP = TKDN × preferensi tertinggi  
KP adalah Koefisien Preferensi HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik. 
(9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, 
penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. 
 
Pasal 72 
(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, 
dan katalog elektronik lokal. 
(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa 
daftar, jenis, spesifikasi teknis,TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri 
hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. 
(3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP. 
(4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:  
a. Tender; atau 
b. Negosiasi. 
 
Pengawasan Internal 
 
Pasal 76  
(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan 
Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah masing-masing. 



2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatanaudit, 
reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.  
(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak 
perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima 
pekerjaan.  
(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; 
b. kepatuhan terhadap peraturan; 
c. pencapaian TKDN; 
 
 

PERPRES 12 TAHUN 2021 
 
27. Ketentuan ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 diubah,dan diantara ayat (3) dan ayat 
(4) disisipkan 1 (satu) ayat 7 Yakni ayat (3a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 66 
(1) Kementerian/LembagafPerangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, 
termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. 
(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan  apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling 
sedikit 4O% (ernpat puluh persen). 
(3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 rnengacu pada daftar 
inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementeiian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 
(3a) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) 
dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, PersiapanPengadaan, atau Pemilihan 
Penyedia. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi 
teknis/KAK, dan Dokurnen Pemitihan. 
(5) Pengadaan barang impror dapat dilakukan, dalam hal: 
a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau 
b. volume produksi dalam negefi tidak mampu rnemenuhi kebutuhan. 
 
(6) LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak 
pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik. 
 
28. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 67 
(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia 
berupa kelebihan harga yang dalrat diterima. 
(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling 
Hps 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. diberikan terhadap Barang yang merniliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima 
persen); 
b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); 
c. Ciperhitungkan dalam e'raluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan 
administrasi dan teknis; 
d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA); 
e. HEA drhitung dengan rumus HEA = (1 KP) x HP dengan: 
KP = TKDN x preferensi tertinggi 
KP mempakan Koefisien Preferensi 
HP merupakan Harga Penarwaran setelah koreksi aritmatik; dan 
f. daiam hal terdapat2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, 
penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. 
(4) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi 
harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional 
di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing. 
 
29. Ketentuan ayat (21, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 72 diubah, serta ayat (41 Pasal 72 dihapus, 
sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal,72 



(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, 
dan katalog elektronik lokal. 
(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa 
daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah 
lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. 
(3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/LembagalPemerintah 
Daerah atau LKPP. 
(4) Dihapus. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. 
 
 

PERLEM LKPP 12 Tahun 2021 
2.1.2 Proses  
PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk 
mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa 
sejenis. Dalam melakukan reviu ketersediaan barang/jasa perlu memperhatikan:  
a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi 
barang/jasa produksi dalam negeri;  
b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);  
c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan  
d. produk ramah lingkungan hidup 
.  
Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan 
alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.  
PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli yang bertugas membantu PPK dalam 
penyusunan spesifikasi teknis/KAK. 
 

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan 
Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang 
meliputi: 
a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan) Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk 
memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memiliki 
Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi 
barang/jasa produksi dalam negeri, memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), produk 
usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah 
lingkungan hidup, sehingga peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan 
merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. 
 

Evaluasi Teknis 
Apabila dalam evaluasi penawaran teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau 
meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, 
peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. 
1) Pengadaan Barang 
a) Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN+BMP paling rendah 40% (empat puluh 
persen) maka produk dari luar negeri digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal 
hanya terdapat 1 (satu) jenis barang dalam 1 (satu) paket. 
 
 
4) Evaluasi Harga Pengadaan Barang 
a) Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar 
rupiah) diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 
25% (dua puluh lima persen).  
  



 
http://tkdn.kemenperin.go.id/ 

 
CARI PRODUK http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php 

 
NILAI TKDN 

 
 
NILAI BMP 

http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php


 
 
 


